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MOTTO 

 

―Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali 

janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu 

menggelisahkan kamu.‖ 

{QS.Ar-Rum: 60} 

 

―Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka 

ingin tahu hanya bahagia success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!‖ 

 

 

―Sedari kecil dibentuk untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas 

diri ini tumbang hanya karena perkataan seseorang‖ 

 

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang 

menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya rayakan 

perasaanmu sebagai manusia  

_Baskara Putra - Hindia_ 

 

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri 

_Baskara Putra - Hindia_ 
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ABSTRAK 

 

Siti Nurhaliza, 2024:  Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem     

Upah pada Buruh Panen Padi di Desa Sungai Solok 

Kecamatan Kuala Kampar kabupaten Pelalawan 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan akad yang sejak awal tidak ada 

ketetapan upah yang akan diterima oleh para buruh, serta munculnya 

ketidakjelasan pada jumlah upah yang diterima buruh   panen padi di desa Sungai 

Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Sistem upah yang 

digunakan yaitu lima potong satu merupakan kegiatan muamalah yang termasuk 

dalam bentuk sewa menyewa jasa yang berujung pada kewajiban pemberian upah 

atas suatu jasa. Sistem upah lima potong satu adalah sistem upah yang diterapkan 

oleh masyarakat Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Pelalawan yang dibayar menggunakan hasil panen berupa gabah, sistem 

pembagiannya menggunakan metode takaran dengan media karung. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi 

sistem upah pada buruh panen padi di desa Sungai Solok Kecamatan Kuala 

Kampar Kabupaten Pelalawan, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap sistem pada buruh panen padi Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala 

Kampar Kabupaten Pelalawan.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field research), Subjek 

penelitian ini adalah buruh panen padi dan pemilik lahan. populasinya terdiri dari 

10 orang, yang mencakup 6 pemilik lahan padi dan 4 buruh panen padi. Sampel 

yang digunakan adalah seluruh populasi tersebut, dengan menggunakan teknik 

total sampling. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta teknik 

analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan 

sistem upah pada buruh panen padi Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar 

Kabupaten adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil 

panen yaitu berupa gabah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem 

upah pada buruh panen padi Desa Sungai Solok termasuk dalam ʻurf al-ʻamali 

yang sudah berlangsung lama namun ʻurf al-ʻamali yang berlangsung tersebut 

masuk ke dalam ʻurf fasid, sebab ada unsur gharar yang terjadi dalam pembagian 

yang memakai takaran yang bermediakan karung, namun karung yang digunakan 

tidak semua sama ukurannya dan sejak awal tidak ada ketetapan upah yang akan 

diterima buruh sebab upah bergantung pada hasil panen, namun sistem upah ini 

dilakukan secara berulang-ulang yang juga digunakan oleh seluruh buruh tiap kali 

panen tiba, Sesuai dengan ketentuan umum syari‟at Islam kedua hal ini harus 

jelas, akan tetapi hal ini sudah berlaku luas dan menjadi adat kebiasaan bagi 

warga Desa Solok Sungai ketika melaksanakan panen. Sehingga seluruh ulama 

mazhab menganggap sah akad ini karena termasuk kedalam ʻurf al-ʻamali tetapi 

dalam kategori ʻurf  fasid.   

 

Kata Kunci: Sistem Upah, Buruh, Ijarāh, Hukum Ekonomi Syariah,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia me$rupakan e$ntitas sosial yang saling be$rgantung satu sama 

lain dalam ke$hidupan se$hari-hari. Se$lain itu, manusia juga me$miliki naluri 

konsumtif de$ngan ke$butuhan yang harus dipe$nuhi. Kare$na itu, manusia 

diharuskan untuk be$rupaya dan be$ke$rja. Ajaran Islam me$ne$kankan pe$ntingnya 

be$ke$rja bagi umatnya. Se$cara e$se$nsial, be$ke$rja adalah ke$tika se$se$orang 

me$nggunakan e$ne$rgi dan pikirannya untuk me$nciptakan barang   dan layanan 

de$ngan harapan me$ndapatkan imbalan finansial.
1
 

Dalam ajaran Islam, siste$m pe$ngupahan dike$nal de$ngan nama Ijarah. 

Ijarah dapat be$rwujud se$wa me$nye$wa atau upah me$ngupah, yang me$rupakan 

bagian dari muamalah yang diatur ole$h prinsip-prinsip Islam. Me$nurut 

mayoritas ulama, hukum asalnya adalah mubah atau dipe$rbole$hkan jika 

dilakukan se$suai de$ngan ke$te$ntuan yang te$lah dite$tapkan ole$h syariah, yang 

be$rdasarkan pada ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ke$se$pakatan ijma 

Ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT de$ngan te$gas me$ngizinkan me$mbe$rikan 

upah ke$pada orang lain yang te$lah be$rjasa dalam me$ne$mukan barang yang 

hilang. 

Hal itu dite$gaskan dalam QS. Yusuf (12): 72 yang be$rbunyi: 

                                

 
 

                                                           

1 Fordebi Adesy and Dewan Pengurus Nasional, Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep 

Dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2016). h.226. 
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―Pe$nye$ru-pe$nye$ru itu be$rkata: "Kami ke$hilangan piala raja, dan siapa 

yang dapat me$nge$mbalikannya akan me$mpe$role$h bahan makanan 

(se$be$rat) be$ban unta, dan aku me$njamin te$rhadapnya".
2
 

Ayat te$rse$but me$njadi dasar untuk me$mbe$rikan kompe$nsasi yang 

se$suai de$ngan pe$ke$rjaan yang akan dilakukan. Ijarah diatur untuk 

me$mbe$rikan ke$mudahan ke$pada umat dalam me$lakukan transaksi muamalah. 

Se$me$ntara banyak individu me$miliki ke$kayaan te$tapi tidak dapat be$ke$rja, di 

sisi lain banyak yang me$miliki ke$te$rampilan te$tapi me$mbutuhkan uang. 

Me$lalui ijarah, ke$dua be$lah pihak dapat saling me$nguntungkan dan 

me$mpe$role$h manfaat. 

Ijarah me$nurut pe$nje$lasan dari para ulama, dapat dirangkum se$bagai 

be$rikut: Me$nurut fuqaha Hanafiyah, ijarah adalah pe$rjanjian atau transaksi 

yang me$libatkan pe$manfaatan de$ngan imbalan te$rte$ntu. Fuqaha Syafiiyah 

me$ngartikan ijarah se$bagai transaksi yang me$libatkan pe$manfaatan atas harta 

yang halal dan dapat dipe$rtukarkan de$ngan imbalan yang te$lah dise$pakati 

de$ngan je$las. Se$dangkan me$nurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, ijarah 

diartikan se$bagai hak me$nggunakan suatu harta yang halal dalam jangka 

waktu te$rte$ntu de$ngan imbalan yang te$lah dise$pakati.
3
 

De$ngan de$mikian, ijarah adalah ke$se$pakatan antara dua be$lah pihak, di 

mana pe$nye$wa, se$bagai pe$ne$rima manfaat, me$ngikatkan dirinya de$ngan 

                                                           

2 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Lajnah Pustaka, 2019), h.244 

3 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Jakarta: Nusa Jaya, 2005, Raja Grafindo Persada, 

Cetakan Ketiga, 2002, h.29.  
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pe$rjanjian yang te$lah dite$ntukan ole$h syariah, se$me$ntara pihak yang 

me$nye$wakan, me$mbe$rikan barangnya untuk digunakan de$ngan pe$rtukaran 

atau imbalan yang te$lah dite$tapkan ole$h syariah. Dalam konte$ks bisnis, 

pe$nye$wa dapat be$rpe$ran se$bagai pe$ngusaha se$dangkan yang me$nye$wakan 

adalah buruh. Dalam te$rminologi hukum Islam, yang me$nye$wakan dise$but 

se$bagai mu'ajjir se$me$ntara yang me$nye$wa dise$but musta'jir, dan imbalan atas 

pe$nggunaan barang dise$but se$bagai "ujrah" atau "ajaraan". 

Upah dibe$rikan se$bagai imbalan untuk jasa yang te$lah dibe$rikan ole$h 

pe$ke$rja, se$bagai ganti dari ke$rugian yang dialami kare$na te$lah me$nye$diakan 

te$naga ke$rja ke$pada pihak majikan. Dari pe$nje$lasan te$rse$but, dapat 

disimpulkan bahwa upah me$rupakan pe$mbayaran yang dibe$rikan ole$h 

pe$ngusaha ke$pada pe$ke$rja atas pe$ke$rjaan yang te$lah dilakukan, diukur dalam 

be$ntuk mata uang. Be$sarnya upah yang dibayarkan ole$h pe$ngusaha ke$pada 

pe$ke$rja se$suai de$ngan pe$rjanjian yang te$lah dise$pakati ole$h ke$dua be$lah 

pihak.
4
 

Upah me$me$gang pe$ranan pe$nting dalam transaksi se$wa-me$nye$wa jasa, 

kare$na be$sarnya upah yang dibe$rikan ke$pada pe$ke$rja atau buruh 

me$nce$rminkan pe$nghargaan te$rhadap jasa yang te$lah me$re$ka be$rikan. 

Be$sarnya upah juga me$njadi faktor pe$nting dalam me$ningkatkan ke$se$jahte$raan 

buruh. Ole$h kare$na itu, dalam masalah upah, pe$nye$wa jasa harus 

me$mpe$rhatikan hak-hak yang dite$rima ole$h pe$ke$rja. 

                                                           

4 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, 

(Surabaya: Risalah Gusti, 2009). h.83. 
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                      

                  

 ―Se$sungguhnya Allah me$nyuruh (kamu) be$rlaku adil dan be$rbuat 

ke$bajikan,me$mbe$ri bantuan ke$pada ke$rabat, dan Dia me$larang 

me$lakukan pe$rbuatan ke$ji, ke$mungkaran dan pe$rmusuhan. Dia 

me$mbe$ri pe$ngajaran ke$padamu agar kamu dapat me$ngambil pe$lajaran. 

(Q.S. An-Nahl (16): 90)
5
 

 

Ayat te$rse$but me$ngajarkan bahwa Allah me$ndorong kita untuk 

be$rtindak adil dan be$rbuat baik ke$pada se$sama. Ole$h kare$na itu, dalam 

me$mbe$rikan upah, se$orang pe$nye$wa jasa harus be$rtindak adil dalam 

me$mbe$rikan upah ke$pada buruh. 

Dasar hukum ijarah te$lah diatur dalam Pasal 1 Bab 1 Tahun 2003 

te$ntang ke$te$nagake$rjaan, yang me$nyatakan bahwa upah me$rupakan hak yang 

dite$rima ole$h pe$ke$rja atau buruh dalam be$ntuk uang se$bagai imbalan dari 

pe$ngusaha atau pe$mbe$ri ke$rja, se$suai de$ngan pe$rjanjian ke$rja, ke$se$pakatan, 

atau pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku. Hal ini juga me$ncakup 

tunjangan bagi pe$ke$rja dan ke$luarganya atas pe$ke$rjaan atau jasa yang te$lah 

atau akan dilakukan. 

Praktik upah-me$ngupah te$lah me$njadi hal yang umum di masyarakat, 

baik di dae$rah pe$de$saan maupun pe$rkotaan, te$rmasuk di De$sa Solok, 

Kabupate$n Pe$lalawan, praktik upah-me$ngupah antara pe$milik sawah dan 

buruh pe$mane$n padi te$lah lazim te$rjadi. 

 

 

                                                           

5 Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h.277 
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De$sa Sungai Solok adalah suatu de$sa yang be$rada di ke$camatan Kuala 

Kampar Kabupate$n Pe$lalawan yang rata-rata pe$nduduknya be$ke$rja se$bagai 

pe$tani, baik padi, ke$lapa, sagu, kare$t dan lain se$bagainya, namun tak se$mua 

me$mpunyai ke$bun maupun ladang pribadi untuk dipane$n, banyak dari me$re$ka 

yang be$ke$rja de$ngan orang lain untuk me$mbantu me$nge$rjakan ke$bun maupun 

ladang me$re$ka be$ke$rja hanya saat ada pe$rmintaan adalah tantangan yang 

komple$ks bagi pe$ke$rja. Me$re$ka harus me$ncari cara agar ke$te$rampilan me$re$ka 

te$tap re$le$van dan dipe$rlukan, te$rutama me$ngingat ke$butuhan yang te$rus 

me$ningkat dan ke$tidakpastian pe$ndapatan. Te$kanan e$konomi yang te$rus 

me$ningkat me$ndorong me$re$ka untuk me$lakukan pe$ke$rjaan apa pun yang 

te$rse$dia, se$lama se$suai de$ngan aturan, de$mi me$me$nuhi ke$butuhan ke$luarga 

me$re$ka. Misalnya, me$re$ka me$njadi buruh pane$n padi saat musim pane$n tiba, 

me$nunjukkan ke$te$kunan me$re$ka dalam me$ncari mata pe$ncaharian. 

Te$rkait alat pane$n di De$sa Sungai Solok, Ke$camatan Kuala Kampar, 

Kabupate$n Pe$lalawan, te$lah me$ngalami pe$rubahan, yang juga be$rdampak pada 

pe$rubahan siste$m upah bagi para pe$ke$rja pane$n. Dahulu, upah dibe$rikan 

langsung ke$pada para pe$ke$rja, te$rmasuk tukang potong dan tukang giling, 

yang jumlahnya se$kitar 10 orang. Namun, se$karang de$ngan pe$nggunaan me$sin 

combi, tidak pe$rlu me$mbe$rikan upah ke$pada pe$ke$rja kare$na prose$s pane$n 

me$njadi le$bih praktis. Hal ini me$ngakibatkan pe$ningkatan e$fisie$nsi dalam 

te$naga dan hasil pane$n kare$na be$rkurangnya jumlah padi yang te$rjatuh di 

sawah. 
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"Lima potong satu" me$rupakan istilah yang digunakan ole$h 

masyarakat De$sa Sungai Solok untuk siste$m pe$ngupahan me$re$ka. Dalam 

praktiknya, para buruh dibayar de$ngan me$nggunakan hasil pane$n se$pe$rti biji 

padi atau gabah. Pe$mbayaran ini dise$suaikan de$ngan total hasil pane$n, dan 

me$tode$ pe$mbagian me$nggunakan siste$m "lima potong satu", yang be$rarti jika 

hasil pane$n me$ncapai lima puluh karung gabah padi, e$mpat puluh karung 

dibe$rikan ke$pada pe$milik sawah dan se$puluh karung dipe$runtukkan bagi para 

buruh. 

Siste$m upah "lima potong satu" te$lah dite$rapkan dalam be$be$rapa tahun 

te$rakhir dan te$lah me$njadi ke$biasaan pane$n masyarakat di sana. Akibatnya, 

tidak ada ke$te$tapan atau ke$pastian me$nge$nai jumlah upah yang akan dite$rima 

ole$h para buruh kare$na upah be$rgantung pada hasil pane$n.
6
 ketidakpastian 

yang dimaksud yaitu be$saran upah yang akan dite$rima para buruh tidak 

dike$tahui de$ngan pasti kare$na upah dibagi me$nggunakan me$tode$ takaran.  

Dalam me$ne$tapkan upah, pe$ngusaha tidak dipe$rbole$hkan untuk 

be$rtindak se$we$nang-we$nang te$rhadap para pe$ke$rja; upah harus dite$tapkan 

de$ngan cara yang paling te$pat se$hingga se$tiap pihak me$ndapatkan bagian yang 

layak se$suai de$ngan kontribusinya. Pe$nting untuk diingat bahwa pe$nganiayaan 

te$rhadap pe$ke$rja dapat te$rjadi ke$tika me$re$ka tidak dibayar se$cara adil, 

se$me$ntara pe$nganiayaan te$rhadap pe$mbe$ri upah te$rjadi ke$tika me$re$ka dipaksa 

me$mbayar upah yang me$le$bihi ke$mampuan me$re$ka.  

 

 

                                                           

6 Ali, Pemilik ladang, Wawancara, Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar, Pada 

Tanggal 29 september 2024 
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Al-Qur‟an tidak me$mbe$rikan pe$nje$lasan rinci te$ntang pe$ne$tapan upah, 

Islam me$ngajarkan bahwa upah harus dise$pakati se$cara adil antara ke$dua 

be$lah pihak. Islam me$mbe$rikan pe$rhatian khusus te$rhadap pe$ne$tapan upah 

minimum untuk buruh de$ngan me$mpe$rhatikan nilai-nilai ke$layakan upah. 

Se$cara prinsip, upah yang adil adalah upah yang se$banding de$ngan jasa yang 

dibe$rikan ole$h buruh. Me$skipun Islam tidak me$mbe$rikan ke$te$ntuan e$ksplisit, 

pe$ne$rapannya diwujudkan me$lalui pe$mahaman te$rhadap Al-Qur‟an dan 

Hadis, de$ngan me$nge$de$pankan prinsip ke$adilan, ke$layakan, dan ke$bajikan. 

Dilihat dari te$ori te$rse$but, siste$m upah lima potong satu yang te$lah 

dite$rapkan ole$h warga De$sa Sungai Solok se$jak lama tidak me$miliki ke$te$tapan 

upah yang je$las. Dalam ajaran Islam, disarankan bahwa pe$ne$ntuan upah 

se$baiknya dilakukan se$be$lum pe$ke$rjaan dimulai. Namun, dalam siste$m upah 

lima potong satu ini, upah tidak dapat dite$tapkan se$be$lum pe$ke$rjaan dimulai 

kare$na te$rgantung pada jumlah hasil pane$n. Akibatnya, be$saran upah yang 

akan dite$rima para buruh tidak dike$tahui de$ngan pasti kare$na upah dibagi 

me$nggunakan me$tode$ takaran. 

Me$skipun para pe$ndukung siste$m ini me$nganggap bahwa pe$mbagian 

te$rse$but adil kare$na se$tiap buruh te$lah dibe$ri bagian se$cara adil, namun dalam 

praktiknya, tidak dapat dipastikan bahwa se$tiap takaran upah me$miliki nilai 

yang sama. Hal ini me$nye$babkan ke$tidakje$lasan yaitu dalam metode 

pembagiannya menggunakan merek karung yang berbeda dan juga berbeda  

kepadatan isi karungnya, te$rutama kare$na salah satu syarat upah me$nuntut 

agar upah be$rupa se$suatu yang me$miliki nilai dan dike$tahui se$cara je$las dari 

je$nis dan ukurannya, baik itu be$rupa barang atau uang.  
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Be$rdasarkan uraian di atas, pe$nulis te$rtarik untuk me$lakukan pe$ne$litian 

le$bih lanjut te$ntang siste$m upah buruh pane$n padi dan me$nganalisanya dari 

tinjauan hukum Islam. Pe$ne$litian ini akan dije$laskan dalam  se$buah proposal 

skripsi de$ngan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem 

Upah pada Buruh Panen Padi di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala 

Kampar Kabupaten Pelalawan. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk me$mastikan fokus pe$ne$litian dan me$nghindari pe$nyimpangan, 

pe$nulis me$ne$tapkan batasan masalah pe$ne$litian pada ―Tinjauan Hukum 

E$konomi Syariah Te$rhadap Siste$m Upah Lima Potong Satu Pada Buruh Pane$n 

Padi Di Parit Baru De$sa Sungai Solok Ke$camatan Kuala Kampar Kabupate$n 

Pe$lalawan‖. 

 

C. Rumusan Masalah  

Be$rdasarkan latar be$lakang pe$rmasalahan te$rse$but, maka yang me$njadi 

masalah dalam pe$ne$litian ini adalah: 

1. Bagaimana imple$me$ntasi siste$m upah pada buruh pane$n padi di de$sa 

Sungai Solok Ke$camatan Kuala Kampar Kabupate$n Pe$lalawan?  

2. Bagaimana Tinjauan Hukum E$konomi Syariah te$rhadap siste$m upah pada 

di buruh pane$n padi di de$sa Sungai Solok Ke$camatan Kuala Kampar 

Kabupate$n Pe$lalawan? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk me$nje$laskan imple$me$ntasi siste$m upah pada buruh pane$n padi di 

de$sa Sungai Solok Ke$camatan Kuala Kampar Kabupate$n Pe$lalawan. 

2. Untuk me$nje$laskan analisis Hukum E$konomi Syariah te$rhadap siste$m 

upah pada di buruh pane$n padi de$sa Sungai Solok Ke$camatan Kuala 

Kampar Kabupate$n Pe$lalawan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun ke$gunaan dari pe$ne$litian ini adalah se$bagai be$rikut: 

1. Se$cara Te$oritis  

a. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat be$rguna bagi pe$nulis yang 

me$ngkaji masalah ini se$rta se$bagai salah satu syarat me$nye$le$saikan 

studi Hukum E$konomi Syariah. 

b. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat be$rguna untuk pe$nge$mbangan 

ilmu pe$nge$tahuan pada Fakultas Syariah dan Hukum, te$rkhusus untuk 

prodi/jurusan Hukum E$konomi Syariah se$bagai tambahan wawasan 

pe$nge$tahuan dalam masalah yang be$rhubungan de$ngan siste$m 

pe$ngupahan lima potong satu pada buruh pane$n padi. 

2. Se$cara Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Hasil pe$ne$litian ini dapat me$njadi pe$rtimbangan bagi 

masyarakat te$rkhusus untuk orang yang be$ke$rja se$bagai buruh tani 

supaya me$re$ka tahu akan hal siste$m pe$ngupahan yang se$suai me$nurut 

Hukum E$konomi Syariah 
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b. Bagi Pe$ne$liti Se$lanjutnya. 

Dapat dijadikan se$bagai re$fe$re$nsi, tambahan, kole$ksi bacaan 

untuk pe$ne$liti se$lanjutnya. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk meemnuhi dan mlengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat 

untuk mnyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 

 



11 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori  

1. Upah (Ijarah) 

a. Pengertian Ijarah  

Salah satu aktivitas manusia dalam bidang muamalah adalah 

pe$mbe$rian dan pe$ne$rimaan upah. Upah dibe$rikan ke$pada se$se$orang 

de$ngan syarat bahwa orang te$rse$but harus be$ke$rja untuk me$ndapatkan 

imbalan yang se$suai de$ngan tingkat pe$ke$rjaan yang dilakukannya, 

se$rta se$suai de$ngan ke$mampuan dan kontrak ke$rja yang te$lah 

dise$pakati antara pe$mbe$ri dan pe$ne$rima upah. 

Me$nurut Kamus Be$sar Bahasa Indone$sia (KBBI), de$finisi 

umum dari ijarah atau upah adalah uang atau lainnya yang dibayarkan 

se$bagai kompe$nsasi te$naga yang te$lah dike$luarkan untuk me$lakukan 

se$suatu.
7
 Upah adalah harga te$naga yang te$lah dike$luarkan untuk suatu 

pe$ke$rjaan, yaitu pe$mbayaran yang dibe$rikan ke$pada pe$ke$rja atas jasa 

yang te$lah me$re$ka be$rikan ke$pada pe$mbe$ri ke$rja.
8
 

Me$nurut Undang-Undang Ke$te$ne$gake$rjaan, pada Pasal 1 ayat 

30 me$nyatakan bahwa upah me$rupakan hak pe$ke$rja/buruh yang pantas 

untuk dite$rima dan dinyatakan dalam be$ntuk uang se$bagai imbalan 

                                                           

7 Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III 

Cet. Ke 3,(Jakarta: Balai Pustaka, 2006) h.345. 

8 Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2003) (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). h.153. 
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ole$h pe$ngusaha atau pe$mbe$ri ke$rja te$rhadap pe$ke$rja/buruh yang te$lah 

dite$tapkan dan dibayarkan be$rdasarkan pe$rjanjian ke$rja, ke$se$pakatan, 

maupun pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku, te$rmasuk dalam 

hal ini tunjangan untuk ke$luarga pe$ke$rja/buruh atas suatu pe$ke$rjaan 

dan/atau jasa yang akan atau te$lah dilakukan.
9
 

Upah adalah be$ntuk pe$mbayaran yang dite$rima pe$ke$rja/buruh 

se$lama me$re$ka be$ke$rja. Be$rdasarkan nilainya, upah dapat dibagi 

me$njadi dua je$nis: upah nominal, yaitu jumlah dalam be$ntuk uang, dan 

upah riil atau upah barang, yang dapat dipe$role$h dari jumlah uang 

te$rse$but. 

Be$rdasarkan be$be$rapa de$finisi upah yang te$lah dipaparkan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa upah adalah hak yang layak dite$rima 

ole$h pe$ke$rja/buruh se$bagai imbalan atas pe$ke$rjaan me$re$ka. Upah ini 

dapat be$rupa uang atau be$ntuk lainnya dan dibe$rikan ole$h pe$mbe$ri 

ke$rja/pe$ngusaha ke$pada pe$ke$rja/buruh, se$suai de$ngan ke$se$pakatan atau 

pe$rjanjian ke$rja yang te$lah dise$tujui ole$h ke$dua be$lah pihak. 

Kata "ijarah" be$rasal dari kata "ajr" yang be$rarti "imbalan." 

Al-ijarah be$rasal dari kata "al-ajru," yang dalam bahasa be$rarti "al-

'iwadh," yaitu "ganti/upah." Dalam istilah fikih, ijarah be$rarti upah, 

jasa, atau imbalan.
10

 Se$cara te$rminologi, ijarah adalah suatu je$nis akad 

                                                           

9 Putusan Kontitusional Bermasyarakat Mahkamah Konstitusi dalam Kajian Siyasah 

Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009). Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dimuat Dalam Lmebaran 

Negara Nomor 39 Tahun, 2003. 

10 Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007). h.228 
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yang be$rtujuan untuk me$ndapatkan manfaat me$lalui pe$nggantian. 

Akad ini adalah pe$rikatan,pe$rjanjian, dan ke$se$pakatan yang me$libatkan 

ijab dan qabul, se$suai de$ngan ke$te$ntuan syariat Islam. 

b. Dasar Hukum 

Dasar hukum Ijarah adalah Firman Allah QS.Al-Baqarah (2): 

233 se$bagai be$rikut: 

                      

          

 ―Dan Jika kamu ingin anakmu disusukan ole$h orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu me$mbe$rikan 

pe$mbayaran me$nurut yang patut‖.
11

 

Ayat te$rse$but me$njadi dasar hukum bagi siste$m se$wa dalam 

Hukum Islam. Se$pe$rti yang dise$butkan dalam ayat, se$se$orang 

dipe$rbole$hkan me$nye$wa orang lain untuk me$nyusui anaknya. 

Te$ntunya, ke$te$ntuan ini be$rlaku se$cara umum untuk se$mua be$ntuk 

se$wa-me$nye$wa. 

Dasar Hukum Ijarah dari Al-qur‘an adalah: QS.Ath Tholaq 

(65): 6 

               

 

 

                                                           

11 Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h.37 
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―Ke$mudian jika me$re$ka me$nyusukan (anak-anak)mu untukmu 

maka be$rikanlah ke$pada me$re$ka upahnya.‖
12

  

Dalam ayat ini dikatakan bahwa pe$mbe$rian upah itu se$ge$ra 

se$te$lah se$le$sainya pe$ke$rjaan. 

Dasar Hukum Ijarah dari Al-Hadis adalah: 

فَّ عَرَقهُُ أ َ  عْطوُا الَأجِيَر أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِ
Be$rikan ke$pada se$orang pe$ke$rja upahnya se$be$lum ke$ringatnya 

ke$ring.َ”(HR. Ibnu Majah, shahih).
13

 

Maksud hadits ini adalah be$rse$ge$ra me$nunaikan hak si pe$ke$rja 

se$te$lah se$le$sainya pe$ke$rjaan, be$gitu juga bisa dimaksud jika te$lah ada 

ke$se$pakatan pe$mbe$rian gaji se$tiap bulan. 

Ijma, me$nurut Ibnu Qudumah, ijarah dipe$rbole$hkan dalam 

syariat kare$na ke$butuhan akan manfaat sama pe$ntingnya de$ngan 

ke$butuhan akan be$nda. Se$lain itu, kaidah fiqih me$nyatakan bahwa 

pada dasarnya se$mua be$ntuk muamalah dipe$rbole$hkan ke$cuali ada 

dalil yang me$ngharamkannya.
14

 

c. Rukun dan Syarat Ijarah 

Suatu akad se$lalu me$miliki ke$rangka atau rukun-rukun yang 

me$mbuatnya me$njadi se$mpurna. Rukun adalah e$le$me$n-e$le$me$n yang 

                                                           

12 Ibid,h.559 

13 Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, Tarjamah Bulughul Maram, h. 336, hadist ke- 875 

14 Kurniatri Ratih Aprilias and Isnayati Nur, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa 

Aromantai Kabupaten Lahat), Journal Evidence Of Law 1, no. 1 (2022): 21–40, https://doi.org/ 

10.59066/jel.v1i1.16.h.6 
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me$mbe$ntuk se$suatu, dan ke$be$radaannya me$mungkinkan se$suatu itu 

te$rwujud atau te$rbe$ntuk. Jika salah satu rukun tidak te$rpe$nuhi, akad 

te$rse$but tidak dapat dilaksanakan. 

Me$nurut jumhur ulama, upah dianggap sah jika me$me$nuhi 

rukun-rukun be$rikut: 

1) Orang yang be$rakad (Aqid) 

2) Sighat Akad 

3) Upah (Ujroh) 

4) Manfaat barang  

Dalam konte$ks upah, te$ori e$konomi me$nde$finisikannya se$bagai 

pe$mbayaran atas jasa fisik maupun me$ntal yang dise$diakan ole$h te$naga 

ke$rja ke$pada pe$ngusaha. Te$ori e$konomi tidak me$mbe$dakan antara 

pe$mbayaran untuk pe$ke$rja te$tap dan profe$sional (se$pe$rti guru, dose$n, 

atau PNS) de$ngan pe$ke$rja kasar; se$mua je$nis pe$ndapatan pe$ke$rja ini 

dise$but upah 
15

 

Be$rikut adalah syarat-syarat upah yang harus dipe$nuhi se$suai 

ke$te$ntuan hukum Islam:
16

 

1) Upah harus je$las de$ngan bukti dan ciri yang me$nghilangkan 

ke$tidakje$lasan, se$rta dise$butkan jumlah dan be$ntuk upahnya. 

2) Upah harus dibayarkan se$se$ge$ra mungkin atau se$suai de$ngan 

waktu yang te$lah dite$ntukan dalam akad. 

                                                           

15 Ibid 

16 Muhazir Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Di 

Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (UIN Ar-Raniry, 2022).h.18 
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3) Upah te$rse$but harus bisa dimanfaatkan ole$h pe$ke$rja untuk 

me$me$nuhi ke$butuhan hidupnya dan ke$luarganya, baik dalam 

be$ntuk uang, barang, atau jasa. 

4) Upah yang dibe$rikan harus se$suai dan be$rnilai. Artinya, upah harus 

se$suai de$ngan ke$se$pakatan be$rsama, tidak dikurangi atau 

ditambahkan, dan se$imbang de$ngan pe$ke$rjaan yang dilakukan. 

Ke$je$lasan te$ntang upah dipe$rlukan untuk me$nghindari pe$rse$lisihan 

antara ke$dua be$lah pihak. Pe$ne$ntuan upah atau se$wa ini bole$h 

didasarkan pada urf atau adat ke$biasaan. 

5) Upah yang dibe$rikan ole$h majikan harus dipastikan ke$halalannya, 

artinya barang-barang te$rse$but bukan barang curian, rampasan, 

pe$nipuan, atau se$je$nisnya. 

6) Barang pe$ngganti upah yang dibe$rikan tidak bole$h cacat. Misalnya, 

jika upahnya be$rupa nasi dan lauk pauk, maka tidak bole$h 

dibe$rikan yang sudah basi atau be$rbau kurang se$dap. 

Be$rdasarkan syarat-syarat te$rse$but, pe$ngusaha yang 

me$mpe$ke$rjakan  buruh harus me$me$nuhinya agar tidak timbul masalah 

atau ke$salahpahaman antara buruh dan pe$ngusaha. 

d. Macam-macam Upah 

Me$nurut buku "Hukum Pe$rburuhan Bidang Hubungan Ke$rja," 

upah dapat be$rupa uang, barang, atau jasa. Macam-macam upah 

dije$laskan dalam dasar-dasar pe$rburuhan. 
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Yaitu se$bagai be$rikut:
17

 

1) Upah Nominal, yaitu se$jumlah uang yang dibayarkan ke$pada 

pe$ke$rja se$cara tunai se$bagai imbalan atas jasa-jasa atau 

pe$layanannya se$suai de$ngan ke$te$ntuan dalam pe$rjanjian ke$rja. 

2) Upah Nyata, yaitu uang yang be$nar-be$nar harus dite$rima ole$h 

pe$ke$rja yang be$rhak. Upah ini dite$ntukan ole$h daya be$li uang 

te$rse$but, yang sangat dipe$ngaruhi ole$h jumlah uang yang dite$rima 

dan biaya hidup yang dipe$rlukan. 

3) Upah Hidup, yaitu upah yang dite$rima pe$ke$rja yang cukup untuk 

me$mbiayai ke$butuhan hidupnya se$cara luas, te$rmasuk ke$butuhan 

pokok se$rta ke$butuhan sosial dan ke$luarganya. 

4) Upah Minimum, yaitu upah te$re$ndah yang dijadikan standar ole$h 

pe$ngusaha untuk me$ne$ntukan upah se$be$narnya dari pe$ke$rja. 

5) Upah Wajar, yaitu upah yang dianggap cukup wajar ole$h 

pe$ngusaha dan pe$ke$rja se$bagai imbalan atas jasa-jasanya. 

e. Penetapan Upah dalam Hukum Islam 

Me$ne$tapkan upah bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak 

te$ori yang diajukan ole$h be$rbagai ahli e$konomi. Be$be$rapa ahli 

me$nyatakan bahwa upah harus dite$tapkan be$rdasarkan tingkat 

ke$butuhan hidup, se$me$ntara yang lain be$rpe$ndapat bahwa upah harus 

didasarkan pada ke$te$ntuan produktivitas marginal. Pe$rbe$daan pe$ndapat 

                                                           

17 Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif",  Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 9, no. 2 (2017): h.199. 
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ini dapat dise$le$saikan de$ngan me$nawarkan suatu pe$nde$katan me$nge$nai 

masalah upah me$nurut Islam.
18

 

Islam me$nawarkan solusi yang sangat baik te$rhadap masalah 

pe$ngupahan dan me$lindungi ke$pe$ntingan ke$dua be$lah pihak de$ngan 

cara be$rikut:
19

 

1) Upah dite$tapkan de$ngan cara yang paling te$pat se$hingga tidak 

me$rugikan salah satu pihak. Se$tiap pihak me$mpe$role$h bagian yang 

adil dan sah dari ke$rjasama me$re$ka. 

2) Ke$dua be$lah pihak yang te$rlibat dalam akad diingatkan untuk 

be$rsikap jujur dan adil dalam se$mua urusan te$rkait. Ole$h kare$na 

itu, Al-Qur‘an me$ngarahkan pe$mbe$ri ke$rja untuk me$mbayar para 

pe$ke$rjanya se$suai de$ngan hasil ke$rja me$re$ka.  

3) Imbalan harus se$banding de$ngan kontribusi me$re$ka dalam 

produksi, se$me$ntara pe$mbe$ri ke$rja me$ndapatkan ke$untungan yang 

se$suai de$ngan modal dan kontribusinya te$rhadap hasil produksi. 

Upah adalah aspe$k pe$nting dalam kontrak ke$rja. Dalam Islam, 

upah harus dibayarkan se$cara adil agar tidak me$nzalimi dan harus 

cukup untuk me$me$nuhi ke$butuhan pe$ke$rja. Upah pe$ke$rja harus se$suai 

de$ngan pe$ke$rjaan yang dilakukan dan be$rlandaskan prinsip ke$adilan. 

Upah yang te$rlalu re$ndah tidak se$harusnya te$rjadi untuk me$lindungi 

hak-hak pe$ke$rja. Pe$ke$rja se$ring be$rada dalam posisi yang le$mah dalam 

                                                           

18 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, 

h.256. 

19 Ibid,h.256-258 
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hubungannya de$ngan pe$mbe$ri ke$rja, se$hingga Islam me$lindungi hak-

hak me$re$ka de$ngan me$ne$tapkan upah minimum ole$h pe$mbe$ri ke$rja. 

Upah ini harus me$ncukupi ke$butuhan pokok se$pe$rti makanan, pakaian, 

dan te$mpat tinggal, se$hingga pe$ke$rja dapat me$ncapai dan 

me$mpe$rtahankan tingkat ke$hidupan yang layak.
20

 

Upah untuk para pe$ke$rja se$harusnya be$rada dalam batas 

ke$wajaran, se$hingga tidak pe$rlu ada ke$naikan upah yang be$rle$bihan. 

Se$bagaimana dalam surat An-Najm ayat 39, ayat ini me$nje$laskan 

bahwa upah yang layak diminta ole$h pe$ke$rja dari pe$mbe$ri ke$rja harus 

se$suai de$ngan kontribusi me$re$ka dalam pe$ke$rjaan. Ini me$rupakan 

hukum alam bahwa se$se$orang akan me$ndapatkan imbalan se$suai 

de$ngan apa yang me$re$ka lakukan, te$rmasuk dalam aktivitas muamalah 

te$rkait ke$te$nagake$rjaan. 

Pe$doman dalam me$ne$ntukan upah se$cara Islami me$liputi 

pe$mbayaran be$rdasarkan hasil ke$rja, tanpa me$mandang ge$nde$r, 

me$lainkan be$rdasarkan pe$ke$rjaan yang dilakukan. Se$makin ce$pat 

pe$mbayaran dilakukan, se$makin baik. Pe$ke$rjaan yang sama de$ngan 

hasil yang sama harus dibayar de$ngan upah yang sama (proporsional), 

dan be$saran upah harus mampu me$me$nuhi ke$butuhan dasar hidup 

se$suai standar umum masyarakat. 

 

                                                           

20 Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf) h.266 
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Upah dalam masyarakat Muslim se$harusnya cukup baik untuk 

me$mpe$re$rat hubungan antara pe$ke$rja dan pe$mbe$ri ke$rja, minimal 

me$ncukupi ke$butuhan pokok para pe$ke$rja. 
21

 

Hadits Nabi yang diriwayatkan ole$h Imam Baihaqi dari Abu 

Hurairah se$rta Abdul ar-Razzaq dari Hurairah dan Abu Sa‘id al-Khudri 

me$nyatakan:  

راً فَ لْيُ عْلِمْهُ   .أَجْرهَُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِي ْ
"Barang siapa me$mpe$ke$rjakan pe$ke$rja, be$ritahukanlah 

upahnya." (H.R Abdul ar-Razaq, Shahih).
22

 

f. Sistem Pembayaran Upah  

Dalam ajaran Islam, Allah me$nciptakan manusia se$bagai 

makhluk yang tidak bisa hidup se$ndiri tanpa bantuan orang lain. Salah 

satu be$ntuk ke$giatan manusia dalam lingkup muamalah adalah upah-

me$ngupah, yang dalam fiqh Islam dise$but ujrah, dan ke$rja samanya 

dise$but al-ijarah. Islam me$mandang upah se$bagai hak mutlak yang 

wajib dibe$rikan ole$h majikan, pe$rusahaan, atau pe$me$rintah ke$pada 

se$orang pe$ke$rja.
23

 

Jika ijarah me$libatkan suatu pe$ke$rjaan, upah harus dibayarkan 

saat pe$ke$rjaan se$le$sai. Jika tidak ada pe$ke$rjaan lain dan akad sudah 

be$rlangsung tanpa syarat pe$mbayaran atau pe$nundaan, me$nurut Abu 

                                                           

21 Ibid,h.266 

22 Al Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Op.Cit,h. 360 

23 Nakha‘i and Wahid, Fiqih Keseharian Buruh Migran (Cirebon: Institut Studi Islam 

Fahmina (ISIF) 2012). h.54 
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Hanifah, upah harus dibayarkan se$cara be$rtahap se$suai de$ngan manfaat 

yang dite$rima. Me$nurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pe$ke$rja be$rhak 

me$ne$rima upah se$ge$ra se$te$lah akad. Jika pe$mbe$ri se$wa (mu'jir) 

me$nye$rahkan barang se$waan ke$pada pe$nye$wa (musta'jir), maka 

pe$mbe$ri se$wa be$rhak me$ne$rima pe$mbayaran se$te$lah pe$nye$wa 

me$ndapatkan manfaat dari barang te$rse$but. 

Siste$m pe$mbayaran upah dalam Islam didasarkan pada jasa 

ke$rja atau manfaat te$naga ke$rja se$se$orang. Be$rbe$da de$ngan pandangan 

kapitalis, yang me$ne$ntukan upah de$ngan me$nye$suaikannya de$ngan 

biaya hidup pada batas minimum, se$rta me$nambah atau me$nguranginya 

se$suai de$ngan pe$rubahan be$ban hidup. Dalam pandangan kapitalis, 

upah pe$ke$rja dite$ntukan be$rdasarkan be$ban hidupnya tanpa 

me$mpe$rhatikan jasa yang dibe$rikan ole$h te$naga ke$rja. Se$baliknya, 

dalam Islam, profe$sionalisme$ ke$rja sangat dihargai, se$hingga upah 

pe$ke$rja be$nar-be$nar didasarkan pada ke$ahlian dan manfaat yang 

dibe$rikan ole$h pe$ke$rja te$rse$but.
24

 

Upah se$cara garis be$sarnya dapat dikate$gorikan me$njadi: 

1) Pe$mbe$rian imbalan kare$na me$ngambil manfaat dari suatu barang, 

se$pe$rti rumah, pakaian, dan lain-lain. 

2) Pe$mbe$rian imbalan akibat suatu pe$ke$rjaan yang dilakukan ole$h 

se$se$orang, se$pe$rti se$orang pe$layan. Je$nis pe$rtama me$ngarah ke$pada 

se$wa-me$nye$wa, se$dangkan yang ke$dua le$bih me$ngacu ke$pada 

ke$te$nagake$rjaan. 

                                                           

24 Hayati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengupahan Sopir Perusahaan di 

PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton Ponorogo (2020). h.34 
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Islam me$nawarkan pe$nye$le$saian yang sangat baik atas masalah 

upah dan me$lindungi ke$pe$ntingan ke$dua be$lah pihak. Upah dite$tapkan 

de$ngan cara yang paling te$pat tanpa me$nindas pihak manapun. Se$tiap 

pihak me$ndapatkan bagian yang sah dari hasil ke$rjasama me$re$ka tanpa 

ke$tidakadilan te$rhadap pihak lain. 

Dalam praktiknya, siste$m pe$ngupahan adalah e$le$me$n krusial 

yang me$mpe$rhatikan hasil produksi pe$rusahaan. Hal ini be$rtujuan agar 

ke$untungan pe$rusahaan dapat me$ningkat dan pada gilirannya, dapat 

me$ningkatkan ke$se$jahte$raan bagi para buruhnya. Ole$h kare$na itu, 

organisasi atau pe$rusahaan harus me$re$ncanakan siste$m pe$ngupahan 

bagi karyawan atau buruhnya de$ngan ce$rmat. Artinya, siste$m ini harus 

adil dan me$mpe$rhatikan tugas, tanggung jawab, se$rta tingkat ke$se$hatan 

yang me$madai dari se$tiap individu.
25

 

Adapun macam-macam siste$m upah antara lain se$bagai be$rikut: 

1) Siste$m Upah Be$rdasarkan Jangka Waktu 

Dalam siste$m ini, upah dite$tapkan be$rdasarkan lamanya 

waktu buruh be$ke$rja. Misalnya, untuk se$tiap jam ke$rja dibe$rikan 

upah pe$r jam, untuk ke$rja harian dibe$rikan upah harian, untuk ke$rja 

se$minggu dibe$rikan upah mingguan, dan untuk ke$rja se$bulan 

dibe$rikan upah bulanan, se$rta se$te$rusnya.
26

 

                                                           

25 Catherine Purnama, Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan CV. Cahaya Citrasurya Indoprima, Agora 4, no. 2 (2016): h.33–39. 

26 Evy Savitri Gani, Sistem Perlindungan Upah di Indonesia Vol. XI No 1, Juni 2015, Vol. 

XI No 1, Juni 2015 11, no. 1 (2015).h.130 
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2) Siste$m Upah Be$rdasarkan Hasil (Output) 

Dalam siste$m ini, be$sarnya upah dikaitkan langsung de$ngan 

pre$stasi ke$rja, di mana upah te$rgantung pada jumlah hasil yang 

dicapai dalam waktu te$rte$ntu. Siste$m ini hanya bisa dite$rapkan jika 

hasil ke$rja dapat diukur se$cara kuantitatif, se$pe$rti pe$r potong, buah, 

me$te$r, lite$r, atau kilogram.
27

 

3) Siste$m Upah Potongan 

Siste$m upah potongan se$ring digunakan se$bagai pe$ngganti 

siste$m upah be$rdasarkan jangka waktu, te$rutama ke$tika hasil 

pe$ke$rjaan tidak me$muaskan. Upah ini dite$tapkan jika hasil 

pe$ke$rjaan dapat diukur de$ngan ukuran te$rte$ntu, misalnya jumlah, 

be$rat, atau luas dari apa yang dike$rjakan. Ole$h kare$na itu, siste$m 

pe$ngupahan ini tidak dapat digunakan di se$mua pe$rusahaan.
28

 

4) Siste$m Upah Ke$se$pakatan 

Siste$m pe$ngupahan ini mirip de$ngan upah potongan, yaitu 

upah untuk hasil pe$ke$rjaan te$rte$ntu se$pe$rti pe$mbuatan jalan, 

pe$muatan, pe$mbongkaran, dan pe$ngangkutan barang. Namun, upah 

te$rse$but dibe$rikan ke$pada se$ke$lompok buruh yang be$ke$rja 

be$rsama-sama, bukan ke$pada masing-masing individu.
29

 

                                                           

27 Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro (Yogyakarta: Kanisius, 2003).h.216 

28 Rohendra Fathammubina, Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja 

Sepihak Bagi Pekerja (2018). h.108 

29 Ibid,h.130 
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5) Siste$m Upah Borongan 

Siste$m upah borongan adalah kombinasi dari upah 

be$rdasarkan waktu dan upah potongan. Siste$m ini me$ne$tapkan 

pe$ke$rjaan te$rte$ntu yang harus dise$le$saikan dalam jangka waktu 

te$rte$ntu. Jika pe$ke$rjaan se$le$sai te$pat waktu, upah se$jumlah te$rte$ntu 

akan dibe$rikan. Se$lain itu, siste$m borongan juga dapat diartikan 

se$bagai cara pe$ngupahan yang pe$ne$tapan be$sarnya jasa didasarkan 

pada volume$ pe$ke$rjaan dan waktu yang dipe$rlukan untuk 

me$nye$le$saikannya.
30

 

6) Siste$m Upah Skala Inde$ks 

Siste$m upah ini didasarkan pada inde$ks biaya ke$butuhan 

hidup. De$ngan siste$m ini, upah akan naik atau turun se$suai de$ngan 

pe$rubahan biaya hidup, me$skipun tidak me$mpe$ngaruhi nilai riil 

dari upah. 

7) Siste$m Upah Pe$mbagian Ke$untungan 

Siste$m upah ini mirip de$ngan pe$mbe$rian bonus, di mana 

karyawan me$ndapatkan tambahan upah jika pe$rusahaan 

me$mpe$role$h ke$untungan pada akhir tahun.
31

 

8) Siste$m Upah Pre$mi 

Siste$m upah ini me$nggabungkan upah be$rdasarkan waktu 

dan upah be$rdasarkan hasil. Upah dasar dibe$rikan untuk pre$stasi 

                                                           

30 Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan (Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada, 2009) h.759 

31 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.69–70.  
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normal, baik be$rdasarkan waktu atau jumlah hasil. Jika se$orang 

buruh atau karyawan me$ncapai pre$stasi yang le$bih tinggi, me$re$ka 

dibe$ri pre$mi. Pre$mi ini juga dapat dibe$rikan untuk pe$nghe$matan 

waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik, dan lain 

se$bagainya.
32

 

 

B. Penelitian Terdahulu  

Pe$ne$litian ini pada dasarnya tidak me$ngangkat te$ma baru, akan te$tapi 

pe$nulis me$nyajikan di dalam be$ntuk dan konse$p yang be$rbe$da, se$rta lokasi 

pe$ne$litian yang be$rbe$da dari yang se$be$lumnya te$lah ada. Pada paparan di 

bawah ini pe$nulis akan me$nje$laskan be$be$rapa pe$ne$litian te$rdahulu yang 

me$miliki be$be$rapa ke$miripan, diantaranya ialah: 

1. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Sutan, (2021): Sistem Upah Mangomo 

Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang 

Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. 

pe$ne$litian ini adalah pe$ne$litian lapangan de$ngan me$tode$ de$skriptif. 

De$ngan pe$mbahasan tinjauan hukum Islam te$rhadap upah yang dite$rima 

ole$h buruh tani tidak te$pat waktu, de$ngan akad pe$rjanjian di awal ke$rja 

buruh akan me$ne$rima upah se$te$lah pe$ke$rjaan se$mua te$lah se$le$sai, namun 

ke$nyataannya upah me$re$ka tidak dibe$rikan te$pat pada waktunya te$tapi 

me$nunggu be$be$rapa hari se$te$lah hasil pane$n padi te$rjual ole$h pe$milik 

lahan. Hal ini tidak se$suai de$ngan ke$adilan kare$na salah satu pihak ada 

                                                           

32 Ibid, h.72  
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yang dirugikan.. Pe$mbe$rian upah se$pe$rti ini dipe$rbole$hkan kare$na siste$m 

upah mangomo pada buruh tani yaitu upah buruh tani pane$n padi ini 

be$lum se$suai de$ngan prinsip e$konomi syariah dalam konse$p ke$te$patan 

waktu dalam pe$mbayaran upah se$me$ntara dalam konse$p jumlah nominal 

upah yang dite$rima sudah se$suai de$ngan e$konomi Syariah.  

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Sutan me$ngangkat 

masalah tinjauan hukum Islam te$rhadap upah yang dite$rima ole$h buruh 

tani tidak te$pat waktu, de$ngan akad pe$rjanjian di awal ke$rja buruh akan 

me$ne$rima upah se$te$lah pe$ke$rjaan se$mua te$lah se$le$sai. Se$dangkan 

pe$ne$litian yang pe$nulis lakukan me$ngangkat masalah te$ntang pe$rspe$ktif  

hukum e$konomi syariah te$ntang siste$m upah lima potong satu pada buruh 

pane$n padi, se$dangkan pe$rsamaan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Sutan 

de$ngan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h pe$nulis adalah sama-sama 

me$ngangkat pe$rmasalahan te$ntang siste$m upah dalam Islam.
33

 

2. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Muhazir Azis,(2022): Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan 

Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Pe$ne$litian ini adalah pe$ne$litian 

lapangan de$ngan me$tode$ de$skriptif analisis. De$ngan pe$mbahasan tinjauan 

hukum Islam te$rhadap siste$m pe$ngupahan yang me$njadi adat ke$biasaan 

yang dilakukan ole$h, masyarakat di Ke$camatan Samadua me$mbe$ri upah 

de$ngan gabah basah dan cara pe$mbagian upah mayoritas sama yaitu 

                                                           

33 Sutan, Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan 

Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Pekanbaru: UIN Suska 

Riau, 2021).  
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de$lapan banding dua. Untuk para buruh dua se$dangkan untuk pe$milik 

sawah de$lapan. Pe$mbe$rian upah se$pe$rti ini dipe$rbole$hkan kare$na siste$m 

upah yang be$rlaku di masyarakat sudah me$me$nuhi syarat dan rukun 

me$nurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, yaitu sama-sama baliq 

dan be$rakal se$hat, upah yang dibe$rikan be$rdasarkan adat ke$biasaan yaitu 

de$lapan banding dua atas dasar ke$re$laan dan ke$pe$rcayaan.  

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Muhazir Azis 

me$ngangkat masalah tinjauan hukum Islam te$rhadap siste$m pe$ngupahan 

yang me$njadi adat ke$biasaan yang dilakukan ole$h masyarakat, de$ngan 

me$mbe$ri upah gabah basah dan cara pe$mbagian upah mayoritas sama 

yaitu de$lapan banding dua. Se$dangkan pe$ne$litian yang pe$nulis lakukan 

me$ngangkat masalah te$ntang pe$rspe$ktif  hukum e$konomi syariah te$ntang 

siste$m upah lima potong satu pada buruh pane$n padi, se$dangkan 

pe$rsamaan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Muhazir Azis de$ngan pe$ne$litian 

yang dilakukan ole$h pe$nulis adalah sama-sama me$ngangkat pe$rmasalahan 

te$ntang siste$m upah dalam Islam.
34

 

3. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Asriana (2018): Sistem Upah Buruh 

Panen Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Nusa, 

Kecamatan. Kahu, Kabupaten Bone. Pe$ne$litian ini adalah pe$ne$litian 

lapangan de$ngan me$tode$ pe$nde$katan fe$nomologi. De$ngan pe$mbahasan 

tinjauan hukum Islam te$rhadap siste$m upah buruh pane$n padi adalah 8:1, 

se$tiap pe$milik padi me$ndapatkan 8 e$mbe$r gabah maka 1 e$mbe$r untuk upah 

                                                           

34 Muhazir Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di 

Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (Banda Aceh,UIN Ar-Raniry,2022).  
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ke$lompok buruh sampai se$le$sai,ke$mudian hasil yang didapatkan dari 

pe$milik padi ditimbang se$hingga me$nghasilkan uang dan ke$mudian di 

bagikan antara ke$tua ke$lompok se$bagai pe$milik me$sin dan upah anggota 

buruh dibagi ratakan. Pe$mbe$rian upah se$pe$rti ini dipe$rbole$hkan kare$na 

Siste$m upah buruh pane$n padi nya sudah se$suai de$ngan e$konomi lslam 

kare$na pada umumnya upah dibe$rikan be$rupa padi dan barang te$rse$but 

bisa dijual dan barang te$rse$but sudah je$las ke$pe$milikan dan tidak cacat.  

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Asriana me$ngangkat 

masalah tinjauan hukum Islam te$rhadap siste$m upah buruh pane$n padi 

adalah 8:1, se$tiap pe$milik padi me$ndapatkan 8 e$mbe$r gabah maka 1 e$mbe$r 

untuk upah ke$lompok buruh sampai se$le$sai. Se$dangkan pe$ne$litian yang 

pe$nulis lakukan me$ngangkat masalah te$ntang pe$rspe$ktif  hukum e$konomi 

syariah te$ntang siste$m upah lima potong satu pada buruh pane$n padi, 

se$dangkan pe$rsamaan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Asriana de$ngan 

pe$ne$litian yang dilakukan ole$h pe$nulis adalah sama-sama me$ngangkat 

pe$rmasalahan te$ntang siste$m upah dalam Islam.
35

 

4. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Rizal Rifai, Muhammad (2021):  Analisis 

Sistim Upah Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di PT Linggarjati 

Mahardika Mulia Pacitan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Jurusan Ekonomi Syarah, Pembimbing Muchtim Humaidi S.H.I M.IRKH. 

Adapun metode penelitian yang peneliti tempuh adalah penelitian lapangan 

dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari Penelitian pada PT Linggarjati 

                                                           

35 Asriana, Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa 

Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Sinjai: IAI Muhammada Sinjai,2018).  
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Mahardika Mulia menerapkan sistem upah berdasarkan waktu, sistem upah 

dengan satuan hasil, sistem upah lembur, dan sistem upah borongan. Dari 

beberapa sistem upah yang diterapkan, dapat disimpulkan bahwa sistem 

upah dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan 

produktivitas, serta dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. 

Sehingga dengan begitu, maka karyawan PT Linggarjati Mahardika Mulia 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Rizal me$ngangkat 

masalah tinjauan hukum Islam te$rhadap penerapkan sistem upah 

berdasarkan waktu, sistem upah dengan satuan hasil, sistem upah lembur, 

dan sistem upah borongan. Dari beberapa sistem upah yang diterapkan, 

dapat disimpulkan bahwa sistem upah dapat meningkatkan motivasi kerja 

karyawan, meningkatkan produktivitas, serta dapat meningkatkan kinerja 

karyawan tersebut. Se$dangkan pe$ne$litian yang pe$nulis lakukan 

me$ngangkat masalah te$ntang pe$rspe$ktif  hukum e$konomi syariah te$ntang 

siste$m upah lima potong satu pada buruh pane$n padi, se$dangkan 

pe$rsamaan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Rizal de$ngan pe$ne$litian yang 

dilakukan ole$h pe$nulis adalah sama-sama me$ngangkat pe$rmasalahan 

te$ntang siste$m upah dalam Islam.
36

 

 

 

                                                           

36  Rizal Rifai, Muhammad, Analisis Sistim Upah Dalam Meningkatkan Kinerja 

Karyawan Di PT Linggarjati Mahardika Mulia Pacitan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Jurusan Ekonomi Syarah, Pembimbing Muchtim Humaidi S.H.I M.IRKH (Ponorogo: 

IAINPONOROGO,2021).  
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5. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Rohima (2017): Analisis Sisitem Upah 

Antara Pemilik Usaha Dan Tenaga Kerja Serta Implikasinya Pada 

Kesejahteraan Tenaga Kerja (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa 

Sumber Rejo Kecamatan Kamiling). Penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan tinjauan 

hukum Islam terhadap Sistem upah di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo 

dapat dikatakan sudah baik, mekanisme dalam sistem upah didasarkan 

menurut hasil dari produksi. Secara umum sistem yang dijalankan sesuai 

dengan karakteristik dan prinsip dalam ketentuan syariat ekonomi Islam. 

Dilihat dari karakteristik pemberian upah yang dilakukan di UKM sudah 

sesuai dengan kaidah Ilmu Ekonomi Islam, meliputi (menetapkan besaran 

upah sejak awal dan pembayaran dilakukan dengan tepat waktu). 

Kemudian dilihat dari nilai-nilai dalam Ekonomi Islam pada upah pekerja 

juga sudah diberikan secara adil dan layak.  

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Rohima me$ngangkat 

masalah tinjauan Ekonomi Islam te$rhadap Sistem upah di Pabrik Tahu 

Desa Sumber Rejo dapat dikatakan sudah baik, mekanisme dalam sistem 

upah didasarkan menurut hasil dari produksi. Secara umum sistem yang 

dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip dalam ketentuan syariat 

ekonomi Islam. Se$dangkan pe$ne$litian yang pe$nulis lakukan me$ngangkat 

masalah te$ntang pe$rspe$ktif hukum e$konomi syariah te$ntang siste$m upah 

lima potong satu pada buruh pane$n padi, se$dangkan pe$rsamaan pe$ne$litian 

yang dilakukan ole$h Rohima de$ngan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h 
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pe$nulis adalah sama-sama me$ngangkat pe$rmasalahan te$ntang siste$m upah 

dalam Islam.
37

 

6. Pe$ne$litian yang dilakukan oleh Sri Ayu Jenawati (2018): Sistem 

Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri di Tanjung 

Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap 

Kesejahteraan Keluarga”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan 

dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan Tinjauan Ekonomi 

Islam terhadap sistem pengupahan yang ada di PT. Aneka Indo Mandiri 

yaitu upah harian dimana buruh akan mendapatkan upah berdasarkan hari 

masuk kerja dan upah borongan akan mendapatkan upah berdasarkan setiap 

kontainer keluar membawa hasil produksi. Hasil menunjukan, praktik 

sistem pengupahan yang diterapkan di PT. Aneka Indo Mandiri belum 

sesuai dengan Ekonomi Islam.Hal ini dilihat dari sistem pemberian upah 

belum memenuhi konsep adil karena antara buruh yang memiliki tugas dan 

tanggungjawab yang lebih besar dengan yang memiliki resiko lebih kecil 

tidak ada perbedaannya. 

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Sri me$ngangkat 

masalah tinjauan Ekonomi Islam te$rhadap sistem pengupahan yang ada di 

PT. Aneka Indo Mandiri yaitu upah harian dimana buruh akan 

mendapatkan upah berdasarkan hari masuk kerja dan upah borongan akan 

mendapatkan upah berdasarkan setiap kontainer keluar membawa hasil 

                                                           

37 Rohima,Analisis Sisitem Upah Antara Pemilik Usaha Dan Tenaga Kerja Serta 

Implikasinya Pada Kesejahteraan Tenaga Kerja (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber 

Rejo Kecamatan Kamiling) (Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG,2017).  
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produksi. Se$dangkan pe$ne$litian yang pe$nulis lakukan me$ngangkat masalah 

te$ntang pe$rspe$ktif hukum e$konomi syariah te$ntang siste$m upah lima 

potong satu pada buruh pane$n padi, se$dangkan pe$rsamaan pe$ne$litian yang 

dilakukan ole$h Sri de$ngan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h pe$nulis adalah 

sama-sama me$ngangkat pe$rmasalahan te$ntang siste$m upah dalam Islam.
38

 

7. Pe$ne$litian yang dilakukan oleh Tria Wahyuni (2020): Sistem Penetapan 

dan Pembayaran Upah Karyawan Pada Pangkas Rambut Menurut 

Etika Bisnis Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan Tinjauan Ekonomi Islam 

terhadap sistem penetapan upah karyawan dilakukan sebelum karyawan 

mulai bekerja. Terdapat tiga jenis gaji yakni pokok, gaji lembur, dan gaji 

tambahan. sistem pembayaran upah karyawan dilakukan dengan 

dibayarkan setiap awal bulannya, sesuai dengan perjanjian di awal kerja. 

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Tria me$ngangkat 

masalah tinjauan Ekonomi Islam sistem penetapan upah karyawan 

dilakukan sebelum karyawan mulai bekerja. Terdapat tiga jenis gaji yakni 

pokok, gaji lembur, dan gaji tambahan. Se$dangkan pe$ne$litian yang pe$nulis 

lakukan me$ngangkat masalah te$ntang pe$rspe$ktif hukum e$konomi syariah 

te$ntang siste$m upah lima potong satu pada buruh pane$n padi, se$dangkan 

pe$rsamaan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Tria de$ngan pe$ne$litian yang 

                                                           

38  Sri Ayu Jenawati, Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri di 

Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan 

Keluarga‖. (Medan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,2018).  
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dilakukan ole$h pe$nulis adalah sama-sama me$ngangkat pe$rmasalahan 

te$ntang siste$m upah dalam Islam.
39

 

8. Pe$ne$litian yang dilakukan oleh Lilik Eka Hermawan (2019): Analisis 

Penerapan Upah Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di 

BTM Bimu Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan Tinjauan 

Ekonomi Islam terhadap diterapakanya upah yang sesuai dengan bonus 

atau reward lainya kepada karyawan yang memiliki hasil kerjama 

maksimal dan melebihi target, maka para karyawan koperasi syariah BTM 

BiMU akan lebih bersemangat lagi dalam memberikan loyalitas kerja 

kepada perusahaan. Kemudian yang paling penting adalah karyawan 

mampu berkomitmen kepada perusahaan dan tidak keluar dari perusahaan. 

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Lilik me$ngangkat 

masalah tinjauan Ekonomi Islam sistem upah yang sesuai dengan bonus 

atau reward lainya kepada karyawan yang memiliki hasil kerjama 

maksimal dan melebihi target, maka para karyawan koperasi syariah BTM 

BiMU akan lebih bersemangat lagi dalam memberikan loyalitas kerja 

kepada perusahaan. Se$dangkan pe$ne$litian yang pe$nulis lakukan 

me$ngangkat masalah te$ntang pe$rspe$ktif hukum e$konomi syariah te$ntang 

siste$m upah lima potong satu pada buruh pane$n padi, se$dangkan 

                                                           

39  Tria Wahyuni, Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Pada Pangkas 

Rambut Menurut Etika Bisnis Islam.  (Bengkulu: IAIN Bengkulu,2020).  
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pe$rsamaan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Lilik de$ngan pe$ne$litian yang 

dilakukan ole$h pe$nulis adalah sama-sama me$ngangkat pe$rmasalahan 

te$ntang siste$m upah dalam Islam.
40

 

9. Pe$ne$litian yang dilakukan oleh Rini Afriani (2022): Sistem Pengupahan 

Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam 

Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata 

Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan 

Kabupaten Bireuen). Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan Tinjauan Ekonomi Islam 

terhadap sistem pengupahan buruh di pabrik batu bata Mudah Rezeki 

menggunakan sistem hasil dimana buruh mendapatkan upah berdasarkan 

hasil yang di produksi. Hasil menunjukkan, sistem pengupahan yang 

diterapkan di pabrik Mudah Rezeki sudah sesuai dengan Ekonomi Islam.  

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Rini me$ngangkat 

masalah tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan buruh di 

pabrik batu bata Mudah Rezeki menggunakan sistem hasil dimana buruh 

mendapatkan upah berdasarkan hasil yang di produksi. Se$dangkan 

pe$ne$litian yang pe$nulis lakukan me$ngangkat masalah te$ntang pe$rspe$ktif 

hukum e$konomi syariah te$ntang siste$m upah lima potong satu pada buruh 

pane$n padi, se$dangkan pe$rsamaan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Rini 

                                                           

40  Lilik Eka Hermawan, Analisis Penerapan Upah Kerja dalam Meningkatkan Kinerja 

Karyawan di BTM Bimu Sukarame Bandar Lampung. (Lampung: UIN Raden Intan 

Lampung,2019).  
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de$ngan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h pe$nulis adalah sama-sama 

me$ngangkat pe$rmasalahan te$ntang siste$m upah dalam Islam.
41 

10.  Pe$ne$litian yang dilakukan oleh Rafiunddin (2017): Sistem Pengupahan 

Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram 

Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar). 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. 

Dengan pembahasan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan 

karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu 

pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan 

Islam. Yang dimana Islam melarang menundah-nundah upah seorang 

karyawan. Akan tetapi penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram 

Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam Islam karena sudah 

disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua karyawan 

mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan diterimanya. 

Adapun pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dilakukan Rafiunddin 

me$ngangkat masalah tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan 

karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu 

pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan 

Islam. Se$dangkan pe$ne$litian yang pe$nulis lakukan me$ngangkat masalah 

te$ntang pe$rspe$ktif hukum e$konomi syariah te$ntang siste$m upah lima 

potong satu pada buruh pane$n padi, se$dangkan pe$rsamaan pe$ne$litian yang 

                                                           

41 Rini Afriani, Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa 

Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen). (Banda Aceh : UIN AR-

RANIRY,2022). 
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dilakukan ole$h Rafiunddin de$ngan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h pe$nulis 

adalah sama-sama me$ngangkat pe$rmasalahan te$ntang siste$m upah dalam 

Islam.
42 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

42 Rafiunddin, Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada 

CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar). (Makassar: 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR,2017). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

Pe$ne$litian ini te$rmasuk je$nis pe$ne$litian lapangan (fie$ld re$se$arch), yaitu 

pe$ne$litian yang dilakukan de$ngan me$lakukan pe$ngamatan langsung di 

lapangan. Data yang dikumpulkan ke$mudian ditafsirkan se$cara me$nye$luruh 

se$suai de$ngan konflik yang dibahas, se$hingga dihasilkan ke$simpulan yang 

me$njawab konflik dalam pe$ne$litian ini. 

Pe$ne$litian ini me$nggunakan me$tode$ kualitatif de$ngan pe$nde$katan 

de$skriptif. Pe$ne$litian kualitatif de$ngan pe$nde$katan de$skriptif adalah prose$dur 

pe$ne$litian yang me$nghasilkan data de$skriptif be$rupa kata-kata te$rtulis maupun 

lisan dari informan atau obje$k yang diamati. Pe$ne$litian kualitatif me$ne$kankan 

pada karakte$ristik yang me$nde$skripsikan ke$adaan yang se$be$narnya. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pe$ne$litian ini be$rada di Parit Baru De$sa Sungai Solok 

Ke$camatan Kuala Kampar Kabupate$n Pe$lalawan. Pe$ne$liti me$milih lokasi ini 

kare$na adanya ke$tidak adilan dalam siste$m upah buruh pane$n padi, mudah 

dijangkau se$rta me$miliki lahan pe$rtanian yang cukup luas. Hal ini 

me$nye$babkan banyak orang be$ke$rja atau me$ncari nafkah di dae$rah te$rse$but, 

me$njadikannya te$mpat yang ide$al untuk pe$ne$litian. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subje$k pe$ne$litian ini adalah buruh pane$n padi dan pe$milik lahan di De$sa 

Sungai Solok Ke$camatan Kuala Kampar Kabupate$n Pe$lalawan.  

2. Obje$k pe$ne$litian ini adalah siste$m upah pada buruh pane$n padi di De$sa 

Sungai Solok Ke$camatan Kuala Kampar Kabupate$n Pe$lalawan. 

 

D. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah kumpulan dari ke$se$luruhan pe$ngukuran, obje$k, atau 

individu yang se$dang dikaji, yang dapat be$rupa orang, be$nda, pe$ke$rjaan, 

umur, atau obje$k lain yang me$miliki karakte$ristik yang sama.
43

 Sampe$l, 

se$baliknya, me$rupakan se$bagian ke$cil dari populasi atau obje$k yang akan 

dite$liti. 

Dalam pe$ne$litian ini, populasinya te$rdiri dari 10 orang, karena peneliti 

hanya meneliti di Parit Baru Desa Sungai Solok yang me$ncakup 6 pe$milik 

lahan padi dan 4 buruh pane$n padi. Sampe$l yang digunakan adalah se$luruh 

populasi te$rse$but, de$ngan me$nggunakan te$knik total sampling. 

 

E. Sumber Data 

Untuk me$ngumpulkan data yang dipe$rlukan dalam pe$ne$litian ini, 

pe$nulis me$nggunakan dua sumbe$r data utama, yaitu sumbe$r data prime$r dan 

se$kunde$r. 

 

 

                                                           

43 Harinaldi and Eng, “Prinsip-Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains" (Jakarta: 

Erlangga 2006) h.2 
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1. Data Primer 

Data prime$r adalah data yang langsung dibe$rikan ke$pada 

pe$ngumpul data atau pe$nulis. Data ini dipe$role$h dari re$sponde$n atau 

informasi me$lalui wawancara dan obse$rvasi langsung di De$sa Sungai 

Solok Ke$camatan Kuala Kampar Kabupate$n Pe$lalawan.  

2. Data Sekunder 

Data se$kunde$r adalah data yang be$rasal dari buku-buku se$pe$rti Al-

Qur‘an, buku Fiqh, atau buku lain yang re$le$van de$ngan obje$k pe$ne$litian. 

Contohnya adalah buku Fiqh muamalah dan buku yang be$rkaitan de$ngan 

siste$m pe$ngupahan. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk me$ndapatkan data yang kuat, akurat, re$le$van, valid (shahih), 

dan re$liabe$l, pe$nulis me$ngumpulkan data de$ngan cara: 

1. Observasi 

Obse$rvasi adalah te$knik pe$ngumpulan data yang dilakukan de$ngan 

cara me$ngadakan pe$ne$litian se$cara te$liti dan pe$ncatatan se$cara siste$matis.
44

 

Me$nurut Marshal, me$lalui obse$rvasi, pe$ne$liti be$lajar te$ntang pe$rilaku dan 

makna dari pe$rilaku te$rse$but.
45

 Me$tode$ ini digunakan untuk me$lakukan 

pe$ngamatan langsung ke$ lokasi yang dijadikan obje$k pe$ne$litian. Pe$ne$liti 

me$ngobse$rvasi bagaimana siste$m pe$mbagian upah buruh pane$n padi di 

de$sa Sungai Solok Ke$camatan Kuala Kampar Kabupate$n Pe$laalawan. 

                                                           

44 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2012 (Bandung: 

Alfabeta, 2012).) h.227 

45 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Bandung: Alfabeta, 2019 (Bandung: 

Alfabeta, 2019).) h.224 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah te$knik pe$ngumpulan data untuk me$ndapatkan 

informasi yang digali dari sumbe$r data langsung me$lalui pe$rcakapan dan 

tanya jawab.
46

 Pe$nulis me$lakukan tanya jawab de$ngan buruh tani padi dan 

pe$milik sawah untuk me$le$ngkapi data-data yang dipe$rlukan dalam 

pe$ne$litian ini. 

3. Dokumentasi 

Dokume$ntasi adalah catatan pe$ristiwa yang sudah be$rlalu dalam 

be$ntuk tulisan, gambar, atau karya monume$ntal dari se$se$orang. Me$lalui 

dokume$ntasi, pe$nulis me$ngumpulkan data-data te$rtulis yang me$ngandung 

ke$te$rangan dan pe$nje$lasan dari narasumbe$r yang se$suai de$ngan masalah 

yang dite$liti se$rta me$ngambil gambar atau foto se$bagai bukti pe$ne$litian.
47

  

 

G. Metode Analisis Data 

Dalam pe$ne$litian ini, pe$nulis me$nggunakan analisis de$skriptif 

kualitatif. Se$te$lah se$mua data te$rkumpul, pe$nulis me$nje$laskan data te$rse$but 

se$cara rinci dan siste$matis agar ke$simpulan akhir dapat te$rgambar se$cara utuh 

dan mudah dipahami.
48

 

 

                                                           

46 Djam'n Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 

2012 (Bandung: Alfabeta, 2011).) h.130 

47 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013 (Bumi Aksara, 2022). 

48 Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Yogyakarta: UIN Maliki 

Press,2010), Cet 2.,h.16  
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H. Metode Penulisan 

1. Me$tode$ De$duktif, yaitu me$ngungkap data-data umum yang be$rkaitan 

de$ngan masalah yang dite$liti, ke$mudian me$nganalisis dan me$ngambil 

ke$simpulan se$cara khusus. 

2. Me$tode$ De$skriptif, yaitu me$ncari data khusus yang me$nggambarkan 

masalah yang dibahas be$rdasarkan data yang dipe$role$h, ke$mudian 

me$nganalisis data te$rse$but de$ngan te$liti. 

 

I. Sistematika Penulisan  

Dalam pe$ne$litian ini akan dibe$rikan gambaran se$cara garis be$sar mulai 

dari bab pe$rtama sampai bab te$rakhir untuk me$mudahkan pe$mbaca me$mahami 

hasil pe$nulisan ini, adapun siste$matika pe$nulisannya adalah se$bagai be$rikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini be$risi te$ntang latar be$lakang masalah, batasan          

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat masalah dan 

siste$matika pe$nulisan 

BAB II  :  KAJIAN PUSTAKA  

  Pada bab ini akan dibahas me$ngide$nfikasi Ijarah yang te$rdiri dari 

pe$nge$rtian Ijarah, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam 

upah, pe$ne$tapan upah dalam hukum Islam, syste$m pe$mbayaran 

upah. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

  Pada bab ini akan me$nje$laskan te$ntang Me$tode$ Pe$ne$litian yang 

me$liputi je$nis pe$ne$litian, lokasi pe$ne$litian, subje$k dan obje$k 
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pe$ne$litian, populasi dan sampe$l, sumbe$r data, me$tode$ 

pe$ngumpulan data, me$tode$ analisis data, se$rta me$tode$ pe$nulisan. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan dije$laskan me$nge$nai gambaran umum, 

Imple$me$ntasi siste$m upah pada buruh pane$n padi di dsa Sungai 

Solok dan Tinjauan Hukum E$konomi Syariah te$rhadap siste$m 

upah pada buruh pane$n padi di de$sa Sungai Solok. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN  

  Di bab te$rakhir ini te$rmuat ke$simpulan be$rupa rumusan singkat 

se$bagai jawaban dari pe$rmasalahan yang te$rdapat dalam 

pe$nulisan dan juga saran yang be$rkaitan de$ngan pe$nulisan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Be$rdasarkan pe$ne$litian yang te$lah dilakukan pe$nulis dapat me$narik 

ke$simpulan antara lain se$bagai be$rikut:  

1. Pe$laksanaan siste$m upah pada buruh pane$n padi di De$sa Sungai Solok 

adalah pe$laksanaan siste$m upah yang dibayar me$nggunakan hasil pane$n 

yaitu be$rupa gabah. Pe$mbayaran ini dise$suaikan de$ngan total hasil pane$n, 

dan me$tode$ pe$mbagian me$nggunakan siste$m "lima potong satu", yang 

be$rarti jika hasil pane$n me$ncapai lima puluh karung gabah padi, e$mpat 

puluh karung dibe$rikan ke$pada pe$milik sawah dan se$puluh karung 

dipe$runtukkan bagi para buruh. Siste$m pe$mbagian upah dilakukan de$ngan 

siste$m takaran yang be$rme$diakan karung, namun karung yang digunakan 

tidak se$mua sama ukurannya dan tidak ditimbang. Siste$m upah ini sudah 

dilakukan ole$h masyarakat De$sa Sungai Solok se$jak puluh tahun yang 

lalu.  

2. Tinjauan Hukum E$konomi Syariah te$rhadap siste$m pada buruh pane$n padi 

di De$sa Sungai Solok te$rmasuk dalam ʻurf al-ʻamali yang sudah 

be$rlangsung lama namun ʻurf al-ʻamali yang be$rlangsung te$rse$but masuk 

ke$ dalam ʻurf fasid, se$bab ada unsur gharar yang te$rjadi dalam pe$mbagian 

yang me$makai takaran yang be$rme$diakan karung, namun karung yang 

digunakan tidak se$mua sama ukurannya dan tidak ditimbang, namun 

siste$m upah ini te$lah dilakukan se$cara be$rulang-ulang se$hingga me$njadi 

ke$biasaan di dae$rah te$rse$but yang sulit untuk diubah dan se$dikit 
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banyaknya sudah me$mbe$rikan manfaat bagi pe$tani disana baik buruh dan 

para buruh pun tidak ke$be$ratan de$ngan siste$m upah yang dite$rapkan. 

 

B. Saran   

Ada be$be$rapa saran yang dike$mukakan ole$h pe$nulis, yaitu:  

1. Be$rdasarkan pe$ne$litian te$ntang siste$m upah pada buruh pane$n padi di De$sa 

Sungai Solok Ke$camatan Kuala Kampar Kabupate$n Pe$lalawan pe$nulis 

masih me$ne$mukan hal-hal yang be$lum se$suai de$ngan ke$te$ntuan syara‘ 

dimana masih ada ke$tidakje$lasan dalam siste$m pe$mbagian upah yang 

dilakukan para buruh se$hingga ada baiknya siste$m pe$mbagian yang 

me$nggunakan takaran untuk dialihkan de$ngan me$tode$ ukur se$pe$rti 

timbangan, se$bab hal ini me$nimbulkan unsur gharar pada akad, 

masyarakat bisa me$nggunakan me$tode$ yang lain yang te$ntunya tidak 

me$nimbulkan unsur ke$tidakje$lasan.  

2. Me$ngingat bahwa siste$m upah ini sudah digunakan se$lama be$rpuluh-puluh 

tahun yang lalu maka akan sulit bagi masyarakat De$sa Sungai Solok untuk 

me$ngubahnya ke$biasaanya, se$hingga ada baiknya untuk dikajian le$bih 

me$ndalam te$rkait be$be$rapa hal se$pe$rti me$tode$nya, yaitu dari yang awalnya 

me$nggunakan me$tode$ takaran, dialihkan me$nggunakan alat timbang 

kare$na dampak dari me$tode$ takaran inilah yang me$nimbulkan 

ke$tidakje$lasan bagi siste$m upah lima potong satu, se$bagaimana yang 

dike$tahui bahwa pada rukun dan syarat upah harus dike$tahui se$cara je$las 

kadar upahnya. 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

Pertanyaan kepada Pemilik Ladang 

1. Siapakah nama Bapak/ ibu?  

2. Be$rapa umur Bapak/ibu?  

3. Apakah upah yang Bapak/Ibu be$rikan sudah dipe$rjanjikan di awal pe$rjanjian?  

4. Bagaimana siste$m pe$ngupahan buruh yang Bapak/Ibu lakukan?   

5. Bagaimana pe$rjanjian atau akad yang Bapak/Ibu pada saat me$nggunakan jasa 

buruh untuk pane$n padi? 

6. Apakah Bapak/Ibu me$rasa ke$be$ratan de$ngan me$tode$ pe$ngupahan se$pe$rti ini?  

7. Apakah upah yang Bapak/Ibu be$rikan sudah se$suai de$ngan pe$ke$rjaan yang 

te$lah buruh lakukan?  

8. Apakah anda pe$rnah me$lakukan pe$rjanjian upah me$ngupah te$rse$but se$cara 

te$rtulis 

Pertanyaan kepada Buruh Panen Padi 

1. Siapakah nama Bapak/ ibu?  

2. Be$rapa umur Bapak/ibu?  

3. Sudah be$rapa lama ke$rja me$njadi buruh pane$n padi? 

4. Be$rapa lama waktu be$ke$rja dalam satu hari?  

5. Bagaimana pe$rjanjian / akad yang dilakukan de$ngan pe$milik ladang?  

6. Apakah je$nis upah yang Bapak/ Ibu te$rima dalam be$ntuk uang atau ada yang 

lainnya?  

7. Me$nurut Bapak/ Ibu apakah upah yang dite$rima sudah se$suai de$ngan 

pe$ke$rjaan yang dibe$rikan?  
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8. Apakah Bapak / Ibu ke$be$ratan de$ngan me$tode$ pe$ngupahan yang di te$rapkan?  

9. Apakah ada buruh yang komple$n te$rhadap siste$m upah ini? 
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Lampiran 2 Dokume$ntasi 
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